
SALINAN 

 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 21 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR 116 TAHUN 2019 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA 

KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN PONOROGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang 	: bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan 
Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ponorogo dan penyesuaian terhadap ketentuan 
mengenai penyelenggara negara yang wajib menyampaikan 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 116 Tahun 2019 tentang 
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN) Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 
Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan 
mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4150); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan 	Peraturan 	Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
RepublikIndonesiaNnmnr 494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesiallomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); 

9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 9); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

11. Peraturan I omici Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata 
Cara Pendaftaran, Pengumuma_n da_n Pemeriksaan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah. Kabupaten Ponorogo Tahun 
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 
Nomor 4); 

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 116 Tahun 2019 
tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta 
Kekayaann Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 116); 

Memperhatikan 	1. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

2. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelengara Negara setelah diberlakukannya Peraturan 
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 
Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara; 

3. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan 
Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 11.6 TAHUN 2019 
TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo 
Nomor 116 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 901Q Nomor 116), d hah sebagai berikiit : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 15 diubah, 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo. 

2. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ponorogo. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Ponorogo. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah 
Kabupaten Ponorogo. 

6. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya 
Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM 
adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kabupaten Ponorogo. 

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ponorogo. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

9. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang 
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau 
yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 
disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi 
Republik Indonesia yang dibentuk dengan tujuan 
meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap 
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 
selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan yang 
berisi daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara 
negara 	dituangkan di dalana formulir LHKPN 
dan ditetapkan oleh KPK. 

12. e-LHKPN adalah laporan LHKPN secara elektronik 
melalui website yang telah disediakan oleh KPK. 

13. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh 
harta kekayaan ASN becerta paRangnn 
menjadi tanggungan ASN. 

14. Si-harka adalah Sistem Informasi Pelaporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang merupakan 
aplikasi berbasis website dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi 
Birokrasi (Kemenpan-RB) yang wajib diisi oleh ASN. 

15. Admin e-LHKPN adalah BKPSDM. 

16. Admin e-LHKASN adalah Inspektorat. 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 
berbunyi sebagai berikut 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan 
LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah : 
a. Bupati; 

b. Wakil Bupati; 

c. Sekretaris Daerah; 
d. Pejabat Struktural Eselon II : 

1) Asisten Sekretaris Daerah; 
2) Staf Ahli Bupati; 

3) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
4) Kepala llinas; 

5) Kepala Badan; 
6) Kepala Satuan Pamong Praja; dan 
7) Inspektur. 

e. Direktur RSUD Dr. Harjono; 

f. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
g. Camat; 

h. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; 

i. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

j. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat; 

k. Inspektur Pembantu Pencegahan Tindak Pidana 
korupsi Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
pada Inspektorat; 
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1. Auditor pada Inspektorat; dan 

m. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di 
Daerah pada Inspektorat. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 17 I'vlaret 2022 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

SUGIRI SANCOKO 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 17-03-2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 21. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA B IAN HUKUM 
SEKRET, 'IAT DAERAH 

IY 

SOEGENG RAKOSO S.H. M.H. 
NIP. 19680605 199303 1 003 
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